
jdih.kpu.go.id/kalsel

https://jdih.kpu.go.id/kalsel


- 2 - 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6863); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 
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Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 377); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 820); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang 

Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

KALIMANTAN SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM 

INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. 

KESATU 

 

 

 

KEDUA 

 

 

 

 

: 

 

 

 

: 

 

 

 

 

Membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.   

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

adalah: 

1. Menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi 

pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Kalimantan Selatan; 
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LAMPIRAN  

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  

NOMOR 11 TAHUN 2026 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI 

PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

KALIMANTAN SELATAN. 

 

SUSUNAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

NO NAMA JABATAN 

KEDUDUKAN 

DALAM TIM 

ASESOR 

1 Andi Tenri Sompa Ketua Pengarah 

2 M. Fahmi Failasopa Anggota Pengarah 

3 Mukti Abdullatif Mile Sekretaris Penanggungjawab 

4 Sariyati 

Kepala Bagian 

Perencanaan, Data dan 

Informasi 

Ketua Tim 

5 Indriawan Adrak 

Kepala Bagian Teknis 

Penyelenggaraan Pemilu, 

Partisipasi dan 

Hubungan Masyarakat, 

Hukum dan SDM 

Anggota Tim 

6 Jumiati 

Plt. Kepala Bagian 

Keuangan, Umum dan 

Logistik 

Anggota Tim 

7 Kiki Rizki Fitrianty 
Kepala Subbagian Data 

dan Informasi 
Anggota Tim 

8 Arie Effendy 
Kepala Sub Bagian 

Keuangan 
Anggota Tim 

9 Evrilia Nana Norfaqih 
Kepala Subbagian 

Hukum dan SDM 
Anggota Tim 

10 Hendri Gunawan 

Kepala Subbagian Teknis 

Penyelenggaraan Pemilu, 

Partisipasi dan 

Hubungan Masyarakat 

Anggota Tim 

11 Ika Prawitasari 
Plt. Kepala Sub Bagian 

Umum dan Logistik 
Anggota Tim 

12 Insan Fadhl Nugroho 
Penata Kelola Pemilihan 

Umum Ahli Pertama 
Anggota Tim 
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